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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

  Berdasarkan Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten 

Agam Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Nagari (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Jorong Pulai Nagari 

Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam) dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Faktor Pemberhentian Kepala Jorong Pulai Nagari Magek adalah dinamika 

lokal yang terjadi antara Masyarakat, Wali Nagari, Wali Jorong, serta Camat 

Kecamatan Kamang Magek, Pemberhentian Kepala Jorong Pulai Nagari 

Magek tidaklah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 

03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Nagari. Dalam hal ini, Wali Nagari Magek tidak berpedoman kepada 

regulasi yang berlaku di Kabupaten Agam. Pemberhentian Jorong Pulai 

melanggar Pasal 21 Perda,  serta tidak mendapatkan rekomendasi dari 

Camat Kamang Magek sebagai landasan hukum yang berlaku.  

2.  Inkonsistensi penerapan regulasi dalam proses pemberhentian Kepala 

Jorong Pulai disebabkan lamanya prosedur pemberhentian yang ditempuh 

dalam proses ini, sehingga dinamika lokal yang terjadi antara wali nagari 

dan kepala jorong semakin memanas. Dua pemberhentian sebelumnya 

dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama. Sementara itu 

pemberhentian Wali Jorong Pulai dilaksanakan dengan prosedur yang 

cukup lama, sehingga dinamika lokal antara kepala jorong & wali nagari 

semakin memanas dan berujung pada inkonsistensi penerapan regulasi 

yang dilakukan oleh wali nagari. 

3. Pelaksanaan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam kasus 

pemberhentian Kepala Jorong Pulai di Nagari Magek belum terpenuhi 

secara menyeluruh. Pertama, dari sisi keadilan, tindakan Wali Nagari yang 

memberhentikan Kepala Jorong tanpa mematuhi prosedur teguran 
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berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perda Kabupaten Agam No. 

13 Tahun 2016, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keadilan. 

Kepala Jorong diberhentikan hanya setelah dua kali teguran dengan 

rentang waktu yang tidak sesuai ketentuan, serta tanpa pemberian 

kesempatan pembelaan secara proporsional. Hal ini tidak hanya 

melanggar norma administratif, tetapi juga bertentangan dengan perintah 

Al-Qur'an untuk menetapkan hukum secara adil sebagaimana termaktub 

dalam QS. An-Nisa: 58.  

Kedua, prinsip musyawarah yang seharusnya menjadi landasan 

dalam proses pengambilan keputusan publik juga tidak dijalankan. 

Keputusan pemberhentian dilakukan secara sepihak tanpa adanya forum 

musyawarah yang melibatkan unsur Bamus, tokoh adat, dan perwakilan 

masyarakat. Padahal, dalam pemerintahan nagari, musyawarah bukan 

sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme legitimasi dan 

partisipasi yang menegaskan karakter kolektif dari kekuasaan. Ketiadaan 

musyawarah ini tidak hanya menurunkan legitimasi kebijakan, tetapi juga 

dapat memicu ketegangan sosial akibat tidak diakomodasinya aspirasi 

masyarakat. 

 Ketiga, dari aspek kemaslahatan, keputusan pemberhentian yang 

tidak sesuai prosedur dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat 

berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan terhadap 

pemerintah nagari, dan bahkan konflik horizontal. Berdasarkan konsep 

maqasid al sharī 'ah, kemaslahatan adalah dasar utama dalam setiap 

kebijakan. Oleh karena itu, keputusan yang tidak membawa manfaat bagi 

masyarakat luas dan justru menimbulkan mudarat, tidak dapat 

dibenarkan secara syar’i maupun sosial. Tindakan Wali Nagari Magek 

dalam kasus ini menunjukkan pengabaian terhadap asas kemaslahatan 

umum (al-maṣlaḥah al ‘āmmah) sebagai ruh dari kebijakan publik yang 

adil dalam islam 
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5.2. Saran  

  Berdasarkan Kesimpulan diatas, berikut penulis sampaikan saran 

sebagai berikut: 

  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) sebagai instansi 

yang bertanggung jawab dalam urusan masyarakat dan nagari, perlu menjalin 

hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan Pemerintah Nagari agar 

pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal dapat berjalan secara efektif dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kehadiran dan keterlibatan 

camat sebagai bagian dari perangkat paerah juga sangat penting. Masih 

ditemukannya kasus di mana wali nagari mengganti perangkat nagari tanpa 

terlebih dahulu berkonsultasi atau mendapatkan rekomendasi tertulis dari 

camat menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, camat belum sepenuhnya 

menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kelalaian ini berdampak pada 

lemahnya kedisiplinan wali nagari dalam menaati prosedur pemberhentian 

perangkat nagari yang sudah tertuang dalam peraturan daerah.  
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